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 BUPATI GRESIK 
 
 
 

RANCANGAN  PERATURAN  BUPATI GRESIK 

NOMOR  1  TAHUN 2011 

 

TENTANG 

PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2011 
 
 

 
BUPATI  GRESIK, 

 
 
Menimbang    : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950  tentang Pembentukan 

Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur ; 

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - 

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569) ; 

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851) ; 
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4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) ; 

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara    (Lembaran    

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049 ) ; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman     

Daerah    (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2005  

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4574) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4575) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4576) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Dana Hibah 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4577) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4578) ; 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4593) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4741) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 

Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011 ; 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) ; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 20) ; 

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Tahun 

2006 – 2025 ; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011; 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2011. 

 

Pasal I 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011,  terdiri  dari : 

 

1.   Pendapatan Daerah : 

a.  Pendapatan Asli Daerah     Rp.  231.698.008.995,00 

b.  Dana Perimbangan     Rp.  734.411.536.207,00 

c.  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  Rp.  216.146.745.500,00 + 

Jumlah      Rp.   1.182.256.290.702,00 

 

2. Belanja Daerah : 

         a.  Belanja Tidak Langsung 

1.  Belanja pegawai      Rp.   577.750.000.000,00 

2.  Belanja bunga      Rp.           955.367.476,00 

3. Belanja subsidi      Rp.                   0,00 
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4. Belanja hibah   Rp. 55.684.114.000,00 

5. Belanja bantuan sosial Rp.     71.733.180.000,00 

6. Belanja bagi hasil      Rp.          278.500.000,00 

7. Belanja bantuan keuangan    Rp.     86.196.347.420,00 

8. Belanja tidak terduga     Rp.          3.400.000.000,00 + 

                      Rp.     795.997.508.896,00 

 

b.  Belanja  Langsung 

1.  Belanja pegawai      Rp.      70.540.653.334,00 

2.  Belanja Barang dan Jasa     Rp.   211.344.359.715 ,00 

3.  Belanja Modal      Rp.  149.811.998.967,00 + 

         Rp.     431.697.012.016 ,00 

 

Jumlah belanja       Rp.  1.227.694.520.912,00 

Defisit              Rp.         45.438.230.210,00 

                                                                                 

3. Pembiayaan Daerah : 

a.  Penerimaan      Rp.        49.453.289.200,00 

b.  Pengeluaran     Rp.      3.550.000.000,00 

--------------------------------------- - 

Pembiayaan Netto     Rp.        45.903.289.200,00 

        Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun Berkenaan     Rp.             465.058.990,00 

 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam pareturan ini dituangkan lebih 

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran  Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

Gresik ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

 

Ditetapkan di Gresik 

Pada tanggal  3 Januari  2011 

 

BUPATI  GRESIK 

 

Ttd.  

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO.S.T,M.Si. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diumumkan Dalam  

Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tgl, 3 Januari 2011   No: 1 


